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BFORUM REDAKS!I

Dua Perempuan Tangguh

idang pembaca, bisa dibayang-
S kan, betapa hambarnya sebuah
masakan bila tanpa dibubuhi ga-
ram. Dan susana itu juga akan terasa
bila laporan yang kami turunkan hanya
melulu dari Jakarta, tanpa
menampilkan laporan dari
daerah. Dan untungnya, hal ini
menjadi perkara yang ringan
bagi kami. Bukannya menyom-
bongkan diri, tetapi pernyata-
an ini muncul karena ada re-
kan-rekan kerja kami yang si-
ap membantu menyuguhkan
berita di daerah. Di antara be-
berapa koresponden, Aina Ru-
miyati Azis dan Memy Cowie
adalah dua orang perempuan tanggung
yang siap sewaktu-waktu mengirimkan
laporan-laporan “menggigit’nya dari
Palembang dan Bandung.
Aina, adalah perempuan enejik yang
pantang menyerah dalam menggali be-

iPOTRET

rita dari daerah Palembang. Selain
menghadirkan laporan-lapoan hukum
dari Kota Pempek, Aina juga menekuni
profesi pengacara. Berkarya dan menu-
lis fakta adalah hal vang paling menye-

nangkan bagl Aina. “Kepenatanku tero-
bati karena menulis,” aku Aina di ujung
telepon setelah melaporkan berita. Dan
berkat semangat empat lima dari Aina,
redaksi menjadi tak sepi berita dari
Palembang

Pondasi Monorel Jalan Asia Afrika, Jakarta.

Satu lagi, sosok yang tak kalah gigih.
Dia adalah Memy Cowie, geulius dart
Bandung. Perempuan yang belum ge-
nap setahun melepas masa lajang ini
hampir setiap waktu mengirimkan per-
kembangan terbaru dari Ban-
dung untuk pembaca. Juga bila
ada peristiwa menarik di Ban-
dung, maka Sukowati Utami,
Redaktur Pelaksana langsung
meminta Memmy untuk mengg-
gali berita hingga tuntas. Dan
rata-rata setiap awak redaksi di-
pastikan dapat mengenali suara
Memmy yang khas Bandung,
ketika dia mengkonfirmasi e-
mail yang baru saja dikirim.

Sidang pembaca, dua perempuan ini
memang sangat berarti bagi kami. Ka-
rena merckalah vang selama ini setia
menemani redaksi dalam menyuguh-
kan berita bagi kepuasan pembaca se-
kahan. 2
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1 FORUM UTAMA
Perampok Milioner

Perampokan bersenjata api, kini
menimpa pedagang berlian. Nilainya
miliaran rupiah. Saksi mengaku
diteror oleh orang yang mengaku
dari kepolisian.

Sudah sejak tiga bulan silam Irene
Sanger, 35 tahun, membeli berlian
pada sahabatnya, Maria, 35 tahun.
Menurut Irene, jual beli berlian
yang dilakoninya didorong oleh
kebiasaannya yang sangat boros
dalam membelanjakan uang. “Ya,
disamping saya hobi, saya juga
membeli berlian ini untuk inves-
tasi,” katanya. Nah, salah satu pilih-
annya berinvestasi pada berlian.
Hobi yang diincar penjahat?
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B WAWANCARA
Pemerintah
Memberikan Keistimewaan

Blok Cepu ramai
dibicarakan. Ba-
nyak nada sum-
bang mengatakan
bahwa nasional-
isme bangsa mu-
lai luntur ketika
pemerintah melo-
loskan Blok Cepu
kepada Exxon Mo-
bil, dari negeri
AS. Tetapi, Purno-
mo Yusgiantoro,
Menteri Energi
Sumber Daya Mi-
neral mencoba untuk berdalih. “Isu lain
yang berkembang itu di luar kewenangan
saya sebagai Menteri ESDM.” Benarkah?




8 NASIONAL
Cara Menyambut Condoleeza

Kedatangan Condy cuma promosi AS saja. Seti-
daknya 1.500 per-
sonil kepolisian
Indonesia turut
mengamankan
kedatangan
Menteri Luar
Negeri AS Con-
doleeza Rice. Apa
untungnya bagi
Indonesia?

2 HUKUM
Ujung pertarungan “Partai

Tambahan”PON Palembang

Tiga terdakwa kasus korupsi dana transportasi PON XVI
Palembang telah usai disidang. Buah hubungan “intim”
pejabat pemerintah dan swasta.

Tuntas sudah tiga
perkara korupsi
Pekan Olahraga
Nasional (PON) XVI
tahun 2004 di Suma-
tera Selatan (Sumsel)
yang sempat menye-
dot perhatian ma-
syarakat Kota Pem-
pek ini.
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Heru Susanto
FH Ubaya/ Hakim Ad Hoc HAM

terjadi kemandekan (stagnan), oleh karena itu judul
diatas yang berupa suatu pertanyaan, kiranya cukup
| relevan untuk dicermati. Suatu lembaga atau institusi pene-
gakkan hukum dibentuk untuk melakukan penegakkan hu-
kum (law enforcement) terhadap pelanggaran hukum vang di-
nilai perlu dilakukan proses penegakkan hukum dalam rang-
ka supremasi hukum ity sendiri.

Berkaitan dengan itu, Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pe-
ngadilan HAM} sebagai intitusi penegakkan hukum yang di-
bentuk berdasarkan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM
mempunyai kompetensi untuk mengadili pelanggaran hak
| asasi manusia yang berat (Pelanggaran HAM). Adapun yang
dimaksud dengan pelanggaran HAM, vaitu sebagaimana
yang disebutkan dalam pasal 7 UU 26/2000, meliputi :

i Dalam rangka proses penegakkan hukum tidak boleh

KEJAHATAN GENOSIDA ( GENOSIDE) ;
Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againt humanity).
|  Sejak dibentuknya Pengadilan HAM tersebut telah dilaku-
kan beberapa penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dianta-
| ranya kasus Tim-Tim, Tanjung Priok dan kasus Abepura. Me-
‘ nurut catatan dalam sejarah perjalanan bangsa ini masih ada
beberapa kasus yang serupa, yaitu kasus kerusuhan Mei
1998, kasus Talangsari, kasus penculikan dan orang hilang
yang belum tersentuh oleh proses hukum, sedangkan untuk
kasus Semanggi LIl dan Trisakti sudah “dianulir” oleh DPR
dinyatakan bukan sebagai pelanggaran HAM.

Di sisi lain juga ada kasus yang sudah dilakukan penye-
lidikan dan penyidikan, yaitu kasus Wasior dan Wamena yang
hingga sekarang berada di Kejaksaan Agung juga masih be-
lum terselesaikan. Dalam hal ini dapat menimbulkan perta-

| DLyaan, mengapa sampai sedemikian lama kasus yang ber-
| sanglkutan kok belurn dilimpahkan ke Pengadilan HAM ? Su-
dah barang tentu hal ini dapat menimbulkan interpretasi
yang bermacam-macam bagi masyarakat tentang kesungguh-
an pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelangghr-
an HAM. .
Memang ada anggapan, bahwa terbentuknya Pengadilan
HAM tersebut didasarkan adanya tekanan dari dunia inter-
nasional {baca Amerika Serikat), karena menurut penilaian
mereka di Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM yang ha-
rus diadili.
| Ada kekuatiran, bahwa dunia internasional akan melaku-
kan peradilan berdasarkan lembaga peradilan Pidana Inter-

Apakah Pengadilan HAM
Masih Diperlukan?

nasional (Infernational Criminal Court) bagi pelanggaran
HAM di Indonesia.

Kita sebagai negara yang berdaulat tentunya sangat berke-
beratan apabila ada warga negara yang akan diadili oleh per-
adilan internasional tersebut. Oleh karena itu berdasarkan
kedaulatan hukum yang kita miliki, kita melakukan proses
peradilan terhadap pelanggaran HAM setelah terbentuknya
Pengadilan HAM (kasus TimTim). Boleh saja orang berangga-
pan tentang kemungkinan adanya tekanan dari luar terhadap
terjadinya proses penegakkan hukumnya, tapi dalam proses
peradilannya itu sendiri kita tetap tidak terpengaruh sama ge-
kali, melainkan tetap mendasarkan pada hukum dan proses
pembuktian yang ada di dalam persidangan.

Secara konstitusional disebutkan, Indonesia adalah negara
hukum (rechitstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtsta-
at). Hal ini mempunyai makna, bahwa supremasi hukum ha-
rus dikedepankan dan ditegakkan dari pada supremasi ke-
kuasaan, artinya terhadap setiap adanya pelanggaran hukum
harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku dan bu-
kan berdasarkan kepentingan politis atau supremasi kekua-
saan. Dengan demikian keberadaan dari institusi hukum
yang ada harus dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Demikian pula dengan keberadaan Pengadilan HAM yang
dibentuk pada tahun 2000, tentunya kelembagaan ini dimak-
sudkan akan berlaku secara efektif terhadap setiap persoalan-
persoalan bangsa yang memerlukan penyelesaian secara hu-
kum. Kbusus untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa
lalu, UU 26/2000 memungkinkan penyelesaiannya dengan
melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR). Sedangkan untuk kasus-kasus setelah berlakunya UU
26/2000 harus diselesaikan melalui Pengadilan- HAM. Oleh
karena itu jangan sampai ada anggapan bahwa pembentukan
Pengadilan HAM hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat
saja, yaitu ketika mendapat tekanan dari dunia internasional,
Pengadilan HAM harus menjadi suatu sistem yang permanen
dalam soal penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM
di Indonesia, dengan demikian harus difungsikan seoptimal
mungkin.

Terlepas masih terdapatnya kelemahan-kelemahan dari
UU 26/2000, namun bagaimanapun juga undang-undang ter-
sebut merupakan hukum positif yang harus dijalankan dan
berlaku mengikat untuk menangani kasus-kasus pelanggaran
HAM yang belum terselesaikan. Dengan dimungkinkannya
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR me-
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mangberah‘batakanberkmmgnyﬁ“sdmqumm dari

PengaddanHAMt&pzhagamdéunnknsu&-kapmyqng

terjadi setelah di undangkermya UU 26/2000, tenmnyahahg;

harus diproses dan disikapi dengan meéngacu kepada penger-

taantentangnegamhukumztusendm,ymmdenmmembm :

" dayakan Pengadilan HAM.

lé' . B
UU26/2000mempakanmtematdumekammedalammw'5!—
nyelesmkanpersoalanpemalanpelanggaranl-lAM Sebagai

suatu sistem hukum perlu kiranya dikemukakan pendapat -

dari Lawrence W. Fhedman,yangmembagamen;ad:ﬁga,ym—
tuterdmdanShuktur(stmctum) Substansi (substance), dan

.

Kultur (culture). Gambaran yang dikemukakan LW, Friedman

dxataspadahalnkamyamnyanghxthntangkepasuanhu-.

kum dahmw&lbeﬂakukanmgmxjamhuhmyangada

' Dengan berpijak t di atas, maka UU 26/2000
yangmengawrtentangkabermlaanpengadﬂanHAMhnrus
d:bmiakukanmraofekﬁ!‘otgrhadapkasus—kksuspelarxggap
an HAM. Dengan demikian terhadap kAsus ‘pelanggaran

HAM akan memperoleh kepashan ‘hukum statusnya, artinya’

dengmadmyamhukumdmkenmdmndmkhmdengan

putusan dari Pengadilan HAM tidak lagi menimbulkan per-

sepsi yang berlgbihan terhadap suatu peristiwa yang menim-
pasebumnwmgamterhadaphakamaimanumanya.
Namun perlu disadari, bahwa persoalan penegakkan hu-
kummembumhkansuatukmutmeny‘angbnggldmpeme-
rintah untuk mewujudkannya, karena kalau tidak dilandasi

denganmkapml,makapanegakkanhukumsuhtterwwui_

Sebagai suatu bukti, yaitu pada waktu kita menerbitkan UU
26/2000 tersebut, pada saat itu kita sangat commif terhadap

HAM, tapi pada saat ini nampaknya tidak begitu peduli lagi -

terhadap persoalan HAM, sehingga hal akan berpengaruh

tezhadapekmstemndanmshttmp&mgakkanhukmnlmm
diri.

‘Sudah past:halymgdem:k:anrmakanmemmh:lkanke—
__kmwmterhadapsehaglmmswrakatyangmmke_pen-
tingannya tidak terlindungi atau diabaikan dan sebagai impli-
kasinya akan menimbulkan ketidak percayaan terhadap pe-
menntah.Dalamhalmpemetmt.ahhdakpeﬂummsa eng-
gan” terhadap penegakkan hukum &i bidang HAM tersebut,
Bebabhalmakanmennnblﬂkmpekeqaannmnhyangme-
numpuk.

Penegakkanhukumtailadappa]anggaranHAMakanmo-
nambsh Kredibilitas pemerintah di mata rakyatnya, namun

apabsi]apemmniahmmgabmkanherhadappe:mnlmpe]ang_

garan HAM, yaitu dengen tidak segera menyelesaikannya, -
maka akan x - disfungsional dari struktur ke-
lembagaanyangklah@entuhwa apalagldenganmenggu-
nakannngghmnyangudakaed:ht Tentunya masalah-masa- .
ypngphateglamharusmmd:patpahahmmmkdm
Spondenganbaikagardapatmmmnbahkewibawaandanpa-
‘merintah itu sendiri. -
Dlhmpkanpemmtah(PmdenSBY)mmhmemegang
kmtmmnyamhadappammlanHAH,aehmmdmganﬂe‘

mhwpeuyebwmpwﬂnalmm&mbeﬂamutwbagm
mana mestinya, dan

‘pada gilirannys"akan memfungsikan
lembaga peradﬂan yang memiliki - kompete:usz terhadap‘

persoalan yang pelanggaran HAM yang sudah dilakukan pe-

nyeﬁdikandanpenytdikandﬁpﬂtsegeradﬂimpahkankeP& f

imumakmhlsabekenadenganefekhfapabﬂapamamm-

hnsmtexbukauntukmumtemebutdapatdmﬂmsémm" -
obyektif terhadap ada tidaknya unsur pelanggaran HAM, | -

namun sebaliknya apabila pemerintah tidak ada keinginan | .
unrukmmyelesmkaxmya,makaPepgadﬂanHAMhanyahng-k

gal sebuah nama dalam lingkungan peradilan umum.
. Bebegai contoh dalam kasus Wasior dan Wamena di Papua

padalalnm2002 telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas |;

HAM, dimana telah menyita waktu, biaya serta tenaga yang

tidak sedikit dan sekarang sudah cukup lama berada di Ke-*| -

jaksaan Agung untuk dilakukan ‘penyidikan, namun hingga

sekarang tak kunjung jelas statusnya, sehingga belum ada ke-
pastmnkapanakand;hmpalﬂmnkangmﬂanHMLUntuk

itu bagi Kejaksaan Agung sebagai lembaga pemerintah, harus

_ nya, dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan HAM untuk

digelar dalam persidangan. Sikap Kejeksaan Agung yang de- | .-

nnhanm;uaadalamrangka dan menindaklanjuti
penyelidikan di Papua dengan penuh dengan resiko tersebut.

Demikian pula bagi Pengadilan HAM tidak perlu ragu-ragu
- dalam menerima pelimpahan perkara dari Kejaksaan Agusg | -
yang harus dilakukan pengadilan dalam memeriksa perkara

yang berkaitan dengan pelanggaran HAM tersebut adalah

berdasarkan : undang-undang, yuriaprudensi, dan pendapat | g
para sarjana, sehingga obyektivitas dan kredibilitas dalam pe- -
nangunankasusyangd:malmuddapat dlpa'tanggung,]!wab-;_

kan kepada publik.
" Dengan memperhatikan pada undang-unclang berarti ada

ammnyangbersﬁatobyakhfdmmrmahfmrhadappemenk :

saan yang dilakukan, tidak bersifat subyektif berdasarkan

pendapat, pribadi: Dan dengan memperhatikan yurisprudensi, |

yaitu melihat pada praktek peradilan internasional dalam

- memutuskan pelanggaran HAM yang berstandar internasio- |

nal. Setia::glmul:lalaml:mtannyadmgﬂnpend.apatparas.a.tL

jena akat memberikan pengayaan yang bersifat teoritis, se-
mnm‘mmmb@lmﬁmakﬂnmmpakﬂn per-

hmba?gunhukumdalammemutuskanperkam

Oleh karena itu penyegeraan, artinya melakukan péhmpa-"

banpmﬁankapengadﬂantérhadapkasus-kasuspelanggar-
anH&Mymgaudahmelalmpmmpﬂnyehdlkandanpe-
nyidiksn tidak perlu ditunda lagi demi tegaknya hukum dan

_keadilan, dan disamping itu yang lebih penting adalah penga- |-
kmwrhadapakmstanmPangadﬂanHAMtadakakmpudar ;
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